
CAPAIAN KEGIATAN % KEGIATAN ANGGARAN

Rapat Koordinasi Hibah Eks KRI 10.000.000

Rakor Finalisasi IA antara Kemenko Marves dengan SEA-COPS 20.000.000

Rakor Penandatanganan IA antara Kemenko Marves dengan SEA-

COPS 50.000.000

Rakor Optimalisasi Capaian Target Kawasan Konservasi Perairan/Laut
10.000.000

90.000.000

Rapat Koordinasi Progres Rencana Penenggelaman Eks KRI 10.000.000

Monev  Tindaklanjut Penenggelaman Eks KRI 20.000.000

Rapat Evaluasi Progres Program SEA-COPS sebelum adanya IA dan 

Rencana Kegiatan setelah penandatangan IA (melibatkan Jejaring 

Pemantau Ekosistem Pesisir dan HAPPI)

20.000.000

Rakor Pembahasan Rencana pelaksanaan kegiatan kerja sama 

Kemenko Marves dengan SEA-COPS (melibatkan Jejaring Pemantau 

Ekosistem Pesisir dan HAPPI)

20.000.000

Rakor Pengukuran Efektifitas Pengelolaan Kawasan konservasi 

perairan/laut
10.000.000

Monev Pencapaian Target dan Efektifitas Pengelolaan kawasan 

konservasi perairan/laut
20.000.000

Rakor Jejaring Pemantauan Ekosistem Pesisir dan Laut 20.000.000

Rakortek Pengelolaan Pesisir Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil (HAPPI)
20.000.000

140.000.000

Kunjungan lapangan dalam rangka Monev Penenggelaman Eks KRI 50.000.000

Rakor Pembahasan Rencana pelaksanaan kegiatan kerja sama 

Kemenko Marves dengan SEA-COPS (melibatkan Jejaring Pemantau 

Ekosistem Pesisir dan HAPPI)
40.000.000

Monev Pencapaian Target dan Efektifitas Pengelolaan kawasan 

konservasi perairan/laut
40.000.000

130.000.000

Monev Pengukukuran Capaian Target dan Efektifitas Pengelolaan 

kawasan konservasi perairan/laut 20.000.000

Rakor Hasil Monev Jejaring Pemantauan Ekosistem Pesisir dan Laut
20.000.000

Rakor Pengelolaan Pesisir dengan Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil (HAPPI) 20.000.000

60.000.000

100% 420.000.000 100%

RENCANA AKSI RINCIAN OUTPUT (001) REKOMENDASI PENGELOLAAN RUANG LAUT DAN PESISIR

IKU : Presentase Rumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Ditindaklanjuti

JUDUL KINERJA KRITERIA KEBERHASILAN

TARGET

EVIDENCE

Dokumen Draft BAB 1 (Latar Belakang) terkait 

ImplemIentasi Indonesia Coral Reef Garden 

(ICRG) dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil 2023

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat

B012 : 

Dokumen Kertas Kerja Kebijakan terkait 

ImplemIentasi Indonesia Coral Reef Garden 

(ICRG) dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil 2023 Sesuai Permenko 12/2018

Total Anggaran 

25%

Anggaran B03

50%

Anggaran B06

75%

Anggaran B09

Anggaran B12

B09   : 

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisa serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

ImplemIentasi Indonesia Coral Reef Garden 

(ICRG) dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil 2023

100%

% ANGGARAN

21%

33%

Dokumen Draft  BAB  II (Identifikasi Isu) 

Kebijakan terkait ImplemIentasi Indonesia 

Coral Reef Garden (ICRG) dan Pengelolaan 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2023

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat

31%

Dokumen Draft  BAB  III (Evaluasi dan Analisa 

serta Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

ImplemIentasi Indonesia Coral Reef Garden 

(ICRG) dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil 2023

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat

Output : Dokumen Kertas Kerja Kebijakan 

terkait ImplemIentasi Indonesia Coral Reef 

Garden (ICRG) dan Pengelolaan Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil 2023

Outcome: Dokumen Tindaklanjut  kebijakan 

(Dokumen Optimalisasi Capaian Konservasi 

Perairan dan IA SEA-COPS)

14%

No.

1 Pengendalian Kebijakan Implementasi 

Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) dan 

Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Ditindaklanjutinya Rumusan Kebijakan 

Implementasi Indonesia Coral Reef Garden 

(ICRG) dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil

B03   : 

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan terkait 

ImplemIentasi Indonesia Coral Reef Garden 

(ICRG) dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil 2023

B06   : 

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan terkait 

ImplemIentasi Indonesia Coral Reef Garden 

(ICRG) dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil 2023



2 Pengendalian Kebijakan Perencanaan Ruang 

Laut Daerah dan Kawasan Laut

Rapat Sinkronisasi Program Bidang Penataan Ruang dan Zonasi 

dengan PRL KKP
5.000.000

Peningkatan Kapasitas Perencanaan Ruang Laut 40.000.000

Rapat Pembahasan Integrasi RTR KSN/RTRWN 30.000.000

Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan I

30.000.000

105.000.000

B06   : 

Draf Kertas Kerja Kebijakan BAB 2

Rapat Konsultasi Teknis RZWP3K 25.000.000

Rapat Pembahasan Dokumen Final, FGD, Konsultasi Publik RZ 

Kawasan Laut

30.000.000

Rapat Pembahasan Integrasi RTR KSN/RTRWN 20.000.000

Rapat Harmonisasi dengan Kementerian Kumham 30.000.000

Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan II 30.000.000

135.000.000

Rapat Konsultasi Teknis RZWP3K 25.000.000

 Rapat Persetujuan Substansi Integrasi RTRWP - RZWP3K 20.000.000

Rapat Pembahasan Dokumen Final, FGD, Konsultasi Publik RZ 

Kawasan Laut

20.000.000

Rapat Pembahasan Integrasi RTR KSN/RTRWN 20.000.000

Rapat Harmonisasi dengan Kementerian Kumham 10.000.000

Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan III 20.000.000

115.000.000

B12 : 

Dokumen Kertas Kerja Kebijakan terkait 

Perencanaan Ruang Laut Daerah dan 

Kawasan Laut Sesuai Permenko 12/2018

Rapat Persetujuan Substansi Integrasi RTRWP - RZWP3K

25.000.000

Rapat Harmonisasi dengan Kementerian Kumham 20.000.000

Rapat Monitoring dan Evaluasi TW IV
50.000.000

95.000.000

100% 450.000.000 100%

Rakor Penerapan IKLI Tingkat Provinsi
5.000.000

Rakor Percepatan Monitoring dan Pengendalian Bisnis Proses (SOP) 

Penyelenggaraan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut Tingkat Es I
5.000.000

Rakor Tingkat Menteri Progres Bisnis Proses (SOP) Penyelenggaraan 

Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut
5.000.000

Rakor Update Progres Marine Survey SKKL 5.000.000

Rakor monitoring dan pengendalian penyelenggaraan Bisnis Proses 

(SOP) Penyelenggaraan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut
5.000.000

Rakor Monitoring dan Evaluasi Penetapan Alur Pipa dan/atau Kabel 

Bawah Laut Setiap Triwulan
5.000.000

Rakor Progres Penyelesaian Status BMKT yang Sudah Diangkat 

dengan Tim Pembagian BMKT
5.000.000

Rakor Progres pelaksanaan Perpres tentang BMKT 5.000.000

Rakor Progres pelaksanaan Perpres tentang BMKT 5.000.000

Rakor Capaian Pengelolaan Area Labuh Jangkar di Kepri 5.000.000

Rakor Pemanfaatan Pasir Laut 5.000.000

Rakor Tindak Lanjut FGD SDM Vokasi Kejuruan Maritim 5.000.000

10%

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan terkait  

Perhitungan Indeks Kelautan Indonesia (IKLI)

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat, 

masukan pertek, Persub

25%

30%

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan terkait 

Perencanaan Ruang Laut Daerah dan 

Kawasan Laut

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat, 

masukan pertek, Persub

26%

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisa serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Perencanaan Ruang Laut Daerah dan 

Kawasan Laut

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat, 

masukan pertek, Persub

25%

50%

75%

100% 21%

Output: Dokumen Kertas Kerja Kebijakan 

terkait Perencanaan Ruang Laut Daerah dan 

Kawasan Laut

 Outcome : Dokumen Tindaklanjut Kebijakan 

(Dokumen Penyelesaian Penataan Ruang dan 

Zonasi yang Terpadu)

23%

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan terkait 

Perencanaan Ruang Laut Daerah dan 

Kawasan Laut

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat, 

masukan pertek, Persub,

3 Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Jasa 

Kelautan dan Pengukuran Indeks Kesehatan 

Laut Indonesia (IKLI)

Ditindaklanjutinya Rumusan Kebijakan 

Pengelolaan Jasa Kelautan dan Pengukuran 

Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI)

Ditindaklanjuti Rumusan Kebijakan 

Perencanaan Ruang Laut Daerah dan 

Kawasan Laut

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan terkait 

Perencanaan Ruang Laut Daerah dan 

Kawasan Laut

B09   :

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisa serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Perencanaan Ruang Laut Daerah dan 

Kawasan Laut

B03   :  

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan terkait  

Perhitungan Indeks Kelautan Indonesia (IKLI)

Total Anggaran 

B03   : 

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan terkait 

Perencanaan Ruang Laut Daerah dan 

Kawasan Laut

Anggaran B03

Anggaran B06

Anggaran B09

Anggaran B12



60.000.000

Rakor Perkembangan dan Capaian IKLI
10.000.000

Rakor Monitoring dan Evaluasi Penetapan Alur Pipa dan/atau Kabel 

Bawah Laut Setiap Triwulan
10.000.000

Monitoring atau Kunjungan Lapangan Lokasi Gudang BMKT yang 

Sudah Diangkat 
10.000.000

Rakor Sosialisasi prepres tentang BMKT 10.000.000

Rakor Monitoring Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 30.000.000

Rakor Pemanfaatan Pasir Laut 15.000.000Rakor sosialisasi Perpre tentang Pengelolaan Hasil Sedimantasi 

di Laut (Pasir Laut) 10.000.000Rakor Tindak Lanjut FGD SDM Vokasi Kejuruan Maritim (Fullday 

Meeting) 25.000.000

Kunjungan Lapangan SDM Vokasi Kejuruan Maritim 30.000.000

Marine Spatial Planning and Services (MSPS) Expo 2023 50.000.000

200.000.000

Rakor Perkembangan dan Capaian IKLI
30.000.000

Rakor Monitoring dan Evaluasi Penetapan Alur Pipa dan/atau Kabel 

Bawah Laut Setiap Triwulan
30.000.000

Rakor Progres Penyelesaian Status BMKT yang Sudah Diangkat 

dengan Tim Pembagian BMKT
30.000.000

Rakor Sosialisasi prepres tentang BMKT 50.000.000

Monitoring atau Kunjungan Kerja Pengelolaan Area Labuh Jangkar di 

Kepri (di Batam)
50.000.000

Monitoring atau Kunjungan Lapangan Pemanfaatan hasil sendimentasi 

Laut di Kepri
50.000.000

240.000.000

Rakor Monitoring dan Evaluasi IKLI (Fullday Meeting)

30.000.000

Rakor Perkembangan dan Capaian IKLI
10.000.000

Rakor Monitoring dan Evaluasi Penetapan Alur Pipa dan/atau Kabel 

Bawah Laut Setiap Triwulan 20.000.000

Rakor Capaian Pengelolaan Area Labuh Jangkar di Kepri
20.000.000

Rakor Monitoring Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
20.000.000

100.000.000

100% 600.000.000 100%

Rapat Sinkronisasi Program Bidang PRZ dengan PRL KKP
10.000.000

Rapat Sosialisasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Laut kepada 

stakeholder strategis
30.000.000

Monitoring dan evaluasi 10.000.000

50.000.000

10%

33%

Draf  Bab II (Deskripsi Isu) Kebijakan terkait  

Perhitungan Indeks Kelautan Indonesia (IKLI)

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat, 

masukan pertek, Persub

40%

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisa serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Perhitungan Indeks Kelautan Indonesia (IKLI)

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat, 

masukan pertek, Persub

Output : Dokumen Kertas Kerja Kebijakan 

terkait Perhitungan Indeks Kelautan Indonesia 

(IKLI)  

Outcome :Dokumen Perhitungan IKLI Agreat 

2023 

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan terkait  

Pemanfaatan Ruang Laut

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat, 

masukan pertek, Persub

17%

50%

75%

100%

25%

Anggaran B09

Anggaran B12

Total Anggaran

3 Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Jasa 

Kelautan dan Pengukuran Indeks Kesehatan 

Laut Indonesia (IKLI)

Ditindaklanjutinya Rumusan Kebijakan 

Pengelolaan Jasa Kelautan dan Pengukuran 

Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI)

4 Pengendalian Kebijakan Pemanfaatan Ruang 

Laut

Ditindaklanjutinya Rumusan Kebijakan 

Pemanfaatan Ruang Laut

Anggaran B03

B06   : 

Draf  Bab II (Deskripsi Isu) Kebijakan terkait  

Perhitungan Indeks Kelautan Indonesia (IKLI)

B09   :

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisa serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait  

Perhitungan Indeks Kelautan Indonesia (IKLI)

B012 : 

Dokumen Kertas Kerja Kebijakan terkait  

Perhitungan Indeks Kelautan Indonesia (IKLI) 

Sesuai Permenko 12/2018

B03   :    

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan terkait  

Pemanfaatan Ruang Laut

Anggaran B03

Anggaran B06



Rapat Sosialisasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Laut kepada 

stakeholder strategis

50.000.000

Seminar dan Ekshibisi Penataan Ruang Laut 200.000.000

Monitoring dan evaluasi 80.000.000

330.000.000

Kunjungan lapangan pemantauan izin PSN/ kegiatan strategis 40.000.000

Monitoring dan evaluasi 30.000.000

70.000.000

B012 : 

Dokumen Kertas Kerja Kebijakan terkait 
Rapat Monitoring dan evaluasi 100% 50.000.000 10% Output : Dokumen Kertas Kerja Kebijakan 

terkait  Pemanfaatan Ruang Laut 50.000.000

100% 500.000.000 100%

400%

CAPAIAN KEGIATAN % KEGIATAN ANGGARAN

B03   : Persetujuan Teknis MKP terhadap 

Dokumen Final/ Materi Teknis Pengaturan 

Ruang Perairan Pesisir

Rapat pembahasan isu terkait integrasi RTRWP/ RTR KSN/ RTRWN

25%

25.000.000

Surat Asdep terkait Masukan terhadap 

Dokumen Final

25.000.000 25%

Rapat pembahasan isu terkait integrasi RTRWP/ RTR KSN/ RTRWN

Rapat pembahasan isu terkait penetapan RTRWP/ RTR KSN/ RZKAW

25.000.000 25%

Rapat pembahasan isu terkait penetapan RTRWP/ RTR KSN/ RZKAW

Rapat pembahasan isu terkait pemanfaatan ruang laut

25.000.000 25%

Rapat pembahasan isu terkait penetapan RTRWP/ RTR KSN/ RZKAW

Rapat pembahasan isu terkait pemanfaatan ruang laut

25.000.000 25%

100% 100.000.000 100%

Finalisasi member Task Force Institution

Rakor Task Force, Technical Commitee dan Steering Committee

30.000.000 23%

Data dissemination by TF members and Secretary 

Execute the related activities on four pillars of NBAAP

20.000.000 15%

Execute the related activities on four pillars of NBAAP

Monitoring and evaluation of program

30.000.000 23%

30.000.000
SK Task Force NBAAP

Anggaran B03

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi 

NBAAP

Anggaran B06

B09   :

Tersusunnya laporan penyelenggaraan 

B03   : Terbentuknya SK Task Force NBAAP

B06   : 

Tersedianya task force NBAAP

Tersusunnya laporan persiapan 

penyelenggaraan EEC Summit

Perda RTRWP terintegrasi, Perpres RTR KSN 

terintegrasi, Perpres RZKAW

20.000.000

30.000.000 Laporan Penyelenggaraan kegiatan dari setiap 

Pilar NBAAP 

% ANGGARAN EVIDENCE

50%
Surat Asdep terkait Masukan terhadap 

Rancangan Perpres (Harmonisasi)

Anggaran B06

25.000.000

25.000.000 Surat Menko terkait Paraf pada Rancangan 

Perpres tentang Rencana Tata Ruang/ 

Rencana Zonasi

66%

14%

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisa serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait  

Pemanfaatan Ruang Laut

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat, 

masukan pertek, Persub

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan terkait  

Pemanfaatan Ruang Laut

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat, 

25%

50%

75%

50%

75%

75%

100%

TARGET

Anggaran B03

Anggaran B09

B06   : Ranperda RTRWP yang dievaluasi 

oleh Kemendagri dan/atau RPerpres RTR 

yang dilakukan harmonisasi oleh Kumham

B09   : Legalisasi RPerpres RTR oleh 

Kemensetneg

B012 : 

Terbitnya Perda RTRWP dan/atau Perpres 

RTR KSN/RZKAW

Anggaran B12

25.000.000

Total Anggaran Komponen ISU STRATEGIS

Anggaran B09

5  Pelaksanaan National Blue Agenda Action 

Partnership (NBAAP)

Mendorong Pelaksanaan National Blue 

Agenda Action Partnership (NBAAP)

4 Pengendalian Kebijakan Pemanfaatan Ruang 

Laut

Ditindaklanjutinya Rumusan Kebijakan 

Pemanfaatan Ruang Laut

4

Anggaran B12

Total Anggaran

IKU : ISSU STRATEGIS

No. KOMPONEN KRITERIA KEBERHASILAN

Penyelesaian Rencana Zonasi Mendorong terbitnya Perda RTRWP dan/atau 

Perpres RTR KSN/RZKAW 

Anggaran B06

Anggaran B09

B06  :                                    

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan terkait 

Pemanfaatan Ruang Laut

B09   :

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisa serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait  

Pemanfaatan Ruang Laut



Review the updated database, providing recommendation, and 

coordinate with four TFs

Rakor akhir tahun TF, TC dan SC

Finalisasi output NBAAP 2023

50.000.000 38%

100% 130.000.000 100%

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Satgas Sawit yang terdiri dari 6 

Pokja, yaitu: (1) Database, (2) Self Reporting dan Pemanggilan, (3) Diskusi tentang usulan Pokja dan permintaan tanggapan dari K/L yang 

terdaftar di Keputusan Presiden maupun K/L yang terkaitPermintaan usulan nama-nama tim teknis Pokja dari K/L yang terdaftar 

di Keputusan Presiden maupun K/L yang terkaitRekonsiliasi data HGU dengan ATR/BPN dan BPKP

Rekonsiliasi data IUP dengan Kementan dan BPKP

Rekonsiliasi data ILOK dengan BPKP

Rekonsiliasi data Sawit dalam Kawasan Hutan dengan KLHK

Pemutakhiran citra satelit sebagai monitoring tutupan kelapa sawit

Konferensi Pers tim pengarah dan pelaksana kepada masyarakat 

bahwa Satgas telah terbentuk atas arahan Pak Presiden untuk Sosialisasi kepada perusahaan maupun subyek hukum agar melakukan 

self reportingMelakukan percepatan audit sistem SIPERIBUN sebagai platform self 

reporting bersama dengan BSSN dan KementanMelakukan percepatan agar K/L dapat melaksanakan pemanggilan 

serta tindak lanjut perusahaan atas selisih perizinan kelapa sawit di Diskusi implementasi dari Undang Undang Cipta Kerja Pasal 110A dan 

110B dalam upaya penyelesaian sawit dalam KHPembuatan Surat Edaran Satgas terkait dengan SOP self reporting dan 

pemanggilan Analisa dan perbaikan dari kebijakan di K/L atas penerbitan izin tata 

kelola sawit di sektor hulu

Rasman Manafi

Total Anggaran Komponen ISU STRATEGIS

B012 : 

Tersedianya Dokumen Kerjasama 

Internasional dalam Kerangka EEC

50.000.000

Dokumen Progres NBAAP Tahun 2023100%

5  Pelaksanaan National Blue Agenda Action 

Partnership (NBAAP)

Mendorong Pelaksanaan National Blue 

Agenda Action Partnership (NBAAP)

Anggaran B12

4 Tata kelola Sawit 1. Terlaksanakannya rekonsiliasi data 

sehingga Satgas memiliki 1 database yang 

menjadi acuan

2. Terlaksanakannya Self Reporting

3. Upaya implementasi UUCK Pasal 110A dan 

110B

B03:

Pembentukan Pokja dan Penerbitan SK Tim 

Teknis
25% Dokumen SK Pokja Tim Teknis

B06 :

Terlaksanakannya rekonsiliasi data sehingga 

Satgas memiliki 1 database yang menjadi 

acuan dalam bekerja
50% Dokumen Rekonsiliasi Data

B09 :

Self Reporting dan Pemanggilan
75% Dokumen Self Reporting

B12 :

Diskusi alur kerja dan dasar hukum 100% Dokumen Koordinais Alur Kerja


